
 

 

  

 

 

BUPATI PASER 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI PASER 

NOMOR 49 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN PASER 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PASER, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ketatalaksanaan 
untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah 
yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses 
dipandang perlu untuk diatur melalui peta proses 
bisnis; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, Daerah menetapkan kebijakan 
daerah sesuai dengan kewenangan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses 
Bisnis Pemerintah Kabupaten Paser. 

 
Mengingat 

 
: 

 
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 



 

 

  

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi 
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 411); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PROSES BISNIS 
PEMERINTAH KABUPATEN PASER 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Paser. 
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Paser. 
4. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan 

kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan 
kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan 
keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. 

5. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu 
proses. 

6. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses. 
7. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi 

output. 
8. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses. 
9. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu 

proses. 
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah danDewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
 

BAB II 

PETA PROSES BISNIS 
 

Pasal 2 

 
(1) Setiap Perangkat Daerah menetapkan Peta Proses Bisnis sebagai acuan 

pola kerja untuk pencapaian tujuan. 

(2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

 



 

 

  

Pasal 3 
 

Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada pasal 2 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 
 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 7 
 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser 
Owg 

Ditetapkan di Tana Paser 
pada tanggal 16 Maret 2020 

       
                                                       BUPATI PASER, 

 
                           ttd 

 
 

                                                     YUSRIANSYAH SYARKAWI 
 
Diundangkan di Tana Paser 
pada tanggal 16 Maret 2020 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,  
 
                              ttd 
DUL MAHFttdttdd 
UD              KATSUL WIJAYA 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2020 NOMOR 49 
 
 

           SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

    KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER 
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